BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan drastis beberapa unsur lingkungan hidup yang diakibatkan oleh
kegiatan manusia, organisasi-organisasi bisnis publik dan privat, serta negara-
negara, belakangan ini menjadi perhatian besar umat manusia dan negara-negara,
serta menimbulkan reaksi keras kelompok tertentu, terutama kalangan ekolog.
Salah satu masalah lingkungan yang patut mendapat sorotan dewasa ini adalah

laju penurunan populasi dan kepunahan beberapa spesies.

Kepunahan berarti hilangnya keberadaan dari sebuah spesies atau
sekelompok takson!. Waktu kepunahan sebuah spesies ditandai dengan matinya
individu terakhir spesies tersebut. Suatu spesies dinamakan punah bila anggota
terkahir dari spesies ini mati. Kepunahan terjadi bila tidak ada lagi makhluk hidup
dari spesies tersebut yang dapat berkembang biak dan membentuk generasi. Suatu
spesies juga disebut fungsional punah bila beberapa anggotanya masih hidup
tetapi tidak mampu berkembang biak, misalnya karena sudah tua, atau hanya ada satu

jenis kelamin.

Dalam laporan studi yang dimuat di Science Advances Journal, terungkap
bahwa sebanyak 400 spesies vertebrata punah sejak tahun 1900. Jumlah itu
menandakan angka kepunahan yang meningkat hingga 100 kali lebih cepat dibanding

angka kepunahan sebelumnya. Kepunahan itu terjadi akibat kerusakan lingkungan

Wikipedia tentang kepunahan https://id.wikipedia.org/wiki/Kepunahan



yang tak lain disebabkan oleh ulah manusia. Fakta-fakta yang mencengangkan pun
bermunculan. Kehidupan di bumi semakin mendekati status pemunahan besar-
besaran. Peneliti memprediksi bahwa dalam kurun waktu 500 tahun terakhir,
sebanyak 844 spesies (seperti kucing tasmania dan passenger pigeons—merpati
penumpang) telah punah tak bersisa, dan sebanyak 16.000 spesies lainnya terancam
punah?. Sebanyak dua pertiga dari total jumlah penyu (tujuh spesies penyu) di seluruh
dunia terancam punah seluruhnya pada 2025, sebanyak 50% dari total populasi kera
di Afrika telah mati, dan setengah dari jumlah marsupilami di dunia sedang dalam
status bahaya punah. Sebanyak 40% dari total flora dan fauna di Asia juga akan

punah dalam waktu cepat.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menyelamatkan spesies dari
kepunahan Antara lain dengan konservasi. Seperti spesies harimau sumatra di
Indonesia yang sejak tahun 1970an, CITES (Convention on International Trade In
Endangered Species) memasukkan hewan ini kedalam daftar Appendix | yaitu
kategori hewan yang sangat dilarang untuk diperdagangkan baik pada tingkat
nasional maupun internasional. Dalam rangka mendukung program konservasi satwa
harimau sumatera, kemudian dibentuk strategi konservasi Harimau Sumatera. Strategi
ini memiliki dua komponen yang berbeda yaitu : komponen in situ dan komponen ex
situ. Komponen in situ mengutamakan tanggung jawab atas perlindungan populasi
harimau Sumatera liar (di alam lepas) dan kelangsungan hidupnya serta ditambah

pula dengan pengembangan strategi dalam memelihara populasinya. Komponen ex

2 http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/02/inilah-penyebab-satwa-kita-terancam-punah



situ mengutamakan tanggung jawab dalam pengembangan populasi dari harimau
Sumatera yang ada di dalam kebun binatang (penangkaran) serta mengatur populasi,
penyakit dan kemurnian genetik dalam mengembalikan keutuhan dari populasi liar.
Selain itu untuk mendukung upaya konservasi upaya yang dilakukan yaitu
membentuk regulasi dan badan untuk mengawasi dan mengatur jumlah spesies
tersebut. Adapun badan yang berhak tersebut adalah IUCN (International Union/or
Conservation/Nature and Natural Resources) misalnya sebagai contoh dalam kasus
harimau Sumatra mengeluarkan perundang-undangan yang melarang pemusnahan
harimau di setiap negara yang memiliki habitat asli spesies harimau. Jadi upaya
konservasi yang dilakukan juga harus diimbangi dengan pengawasan oleh suatu

badan dan regulasi.

Salah satu spesies yang mengalami bahaya kepunahan di dunia adalah lkan
Paus. Ikan Paus telah menjadi komoditi perekonomian yang sangat menguntungkan
sejak zaman dahulu®. Perburuan Paus sebagai industri dimulai di abad 11 ketika
orang-orang Basques memulai perburuan dan menjual produk yang berasal dari Paus
Atlantik Utara. Kemudian perburuan mereka diikuti oleh Bangsa Belanda dan Inggris,
dan kemudian oleh bangsa Amerika dan semakin lama bangsa-bangsa di dunia

mengikutinya.

Paus Punggung dan Paus Sperma kemudian menjadi target selanjutnya dari
perburuan, dengan minyaknya yang sangat berguna untuk penerangan dan listrik kala

itu.Di akhir abad 19 Industri perburuan paus telah berkembang ke kapal yang lebh

3http://wwif.panda.org/what_we do/endangered_species/cetaceans/cetaceans/iwc/history/
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modern, dilengkapi berbagai persenjataan yang lebih canggih untuk menagkap paus.
Teknologi baru, ditambah dengan menipisnya paus di seluruh dunia, menyebabkan
penyebaran perburuan beralih ke Antartika, di mana ikan paus berkonsentrasi untuk
makan membuat skala besar penangkapan ikan paus yang sangat menguntungkan.
Perang Dunia Pertama menyediakan pasar yang besar untuk bahan peledak yang
menggunakan gliserin dari minyak paus balin. Hal ini menjadi fokus utama pemburu
paus Inggris dan Norwegia di Antartika. Sementara penangkapan ikan paus Jepang
telah berkembang secara terpisah sebagai industri pesisir, terutama untuk paus

bungkuk dan paus abu-abu.

Paus sebagai organisme di dalam laut memegang peranan penting dalam
ekosistem laut. Oleh karena itu kita seharusnya sadar akan bahaya kepunahan paus.
Menurut studi terbaru yang dimuat di jurnal Frontiers in Ecology and the
environment, paus justru memegang peran besar dalam ekosistem laut yang sehat.*
Peningkatan jumlah paus berbadan besar — paus biru, paus sperma, dan paus abu -
abu mengarah pada ekosistem samudra yang lebih sehat dan ikan yang lebih banyak.
Menurut ilmuwan, ketika paus makan dilaut dalam lantas kembali ke permukaan
untuk bernafas, mereka mencampur lapisan lapisan air di laut. Substansi di dalam
urine dan kotoran paus, terutama zat besi dan nitrogen, juga merupakan penyubur
efektif bagi plankton. Selain itu, ketika paus melahirkan di kedalaman, mereka
menyumbangkan nutrisi penting bagi perairan yang sering kali miskin sumber daya.

Bahkan, plasenta paus merupakan sumber makanan yang kaya bagi organism lain.
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Banyak paus bermigrasi jarak jauh untuk kawin, dan selama itu mereka membawa

nutrisi — nutrisi tersebut bersama mereka.

Untuk melindungi paus dari ancaman kepunahan akibat perburuan, tahun 1946
dibentuklah International Convention of The Regulations of Whaling (ICRW) yang
kemudian menjadi dasar dibentuknya International Whaling Comission (IWC) .IWC
adalah Komisi Penangkapan lkan Paus Internasional. (IWC) adalah badan global
yang dibentuk untuk tujuan konservasi ikan paus dan pengelolaan penangkapan ikan

paus. IWC saat ini memiliki 89 negara anggota dari negara-negara di seluruh dunia®.

IWC adalah organisasi internasional yang dibentuk dari International
Convention of The Regulations of Whaling (ICRW). Berbagai negara yang menjadi
anggota IWC membuat keputusan mereka melalui berbagai pertemuan dan komite,
menggunakan sekretariat IWC untuk membantu diskusi dan proses pengambilan
keputusan®. IWC memiliki empat komite utama yaitu Komite Scientific, Technical,
Keuangan dan Administrasi dan komite terbaru, Komite Konservasi yang diciptakan
pada tahun 2004. Sampai saat ini, IWC telah melaksanakan pertemuan setiap tahun,
tetapi sejak 2012 IWC mengadakan pertemuan setiap dua tahun. Pertemuan terakhir

dari IWC (ke-65) digelar di Slovenia, 2014.

Faktanya,walaupun sudah ada pihak resmi yang mengatur tentang perburuan
paus yaitu IWC, namun masih saja terdapat perburuan paus, salah satunya di Taiji

Jepang. Di Perairan Taiji setiap tahunnya pada bulan September hingga Maret,

Shttps://iwc.int/home
® http://us.whales.org/issues/international-whaling-commission-iwc
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Ribuan Lumba-lumba diburu dan dibunuh untuk diambil dan dijual dagingnya’.
Setidaknya sekitar 20.000 lumba-lumba dan paus dibunuh setiap tahunnya di Jepang.
Hal ini bertepatan dengan migrasi tahunan yang dilakukan lumba-lumba ketika
melewati pantai Taiji pada bulan September hingga Maret. Lumba-lumba hidung
botol kerap diincar nelayan karena selain bisa dimakan dagingnya, bisa juga dijual ke
pertunjukkan aquarium. Seekor lumba-lumba yang sehat bisa dihargai USS 200.000
atau Rp 2,4 milliar per ekornya oleh akuarium di seluruh dunia®. Nelayan di Taiji
sendiri beranggapan bahwa perburuan lumba-lumba telah menjadi bagian dari ritual
tradisi sejak mereka kecil. Di area itu mereka telah menangkap lumba-lumba dan ikan

paus sejak ribuan tahun yang lalu.

Gambar 1.1 Keluarga Cetacean

7 http://www.borneoscape.com/2014/02/pembantai-lumba-lumba-taiji-jepang.html
8http://dunia.news.viva.co.id/news/read/475240-tradisi-pembantaian-lumba-lumba-di-jepang-picu-
kecaman
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Dalam situs resmi IWC, Lumba-lumba telah dimasukkan ke dalam “tanggung
jawab” IWC. Sebagian besar pemerintah negara anggota percaya bahwa [WC
memiliki kompetensi hukum untuk mengatur regulasi untuk semua jenis Cetacean,
termasuk small cetacean termasuk lumba-lumba dan pesut. Memang International
Convention for Regulation of Whaling tidak mengatur Small Cetacean. Dalam
konvensi ini hanya mencantumkan apa yang disebut “Great Whale”. IWC hanya
memfasilitasi dan memberi bantuan untuk sejumlah besar program konservasi untuk
small cetacean, namun tidak mengatur perburuan small cetacean.

Namun di samping hal itu, IWC sendiri telah membentuk sub-committee on
small cetaceans di bawah Scientific Committee dan telah berperan aktif dalam
perlindungan lumba-lumba dan small cetacean lain di luar wilayah Jepang, menurut
Journal yang dikeluarkan IWC tahun 2014 seperti melindungi vanquita di wilayah
Teluk California di Meksiko, melindungi lumba-lumba Maui di New Zealand,
perlindungan pesut pelabuhan di laut Baltik melalui pengimplementasian Agreement
in the Cetaceans of the Baltic and North Seas (ASCOBANS). Bahkan, Surat kabar
online New Zealand “Herald” mengatakan IWC memiliki “extreme concern” pada
perlindungan lumba-lumba New Zealand. Namun di balik upaya-upaya IWC di luar
Jepang, maka menjadi sebuah misteri jika IWC tidak melihat pembunuhan lumba-
lumba di Taiji sebagai isu utama. Oleh karena itu, Peran IWC penulis nilai tidak
efektif.

B. Rumusan Masalah



Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang penulis paparkan diatas, masalah
yang dapat ditarikadalah “Mengapa IWC tidak efektif dalam upaya penyelamatan

Lumba-lumba di Taiji, Jepang?”

C. Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab serta mengananlisa pokok permasalahan di atas, dengan
latar belakang yang telah dijelaskan maka penulis akan menggunakan konsep

yang dapat mendukung penulisan karya tulis ini.

1. Konsep Organisasi Internasional

Menurut Jack C Plano yang dimaksud dengan organisasi internasional
merupakan suatu ikatan formal melampaui batas wilayh nasional yang menetapkan
untuk membentuk mesin kelembagaan agar memudahkan kerjasama diantara mereka
dalam bidang keamanan, ekonomi, sosial, serta bidang lainnya.® Dari pengertian
tersebut diketahui bahwa organisasi internasional sangat berperan dalam membangun
negara. Bahkan memiliki peran yang penting yaitu sebagai alat untuk mencapai
kepentingan nasional suatu negara. Organisasi Internasional mempunyai kekuatan
dalam mendukung kepentingan berbagai negara untuk menyalurkan kepentingan
mereka yang melewati batas-batas wilayah nasional. Organisasi internasional
berfungsi sebagai media komunikasi internasional yang diharapkan dapat

memberikan pedoman untuk bertindak pada suatu situasi tertentu di lingkungan

°Plano, Jack C, Robert E.Riggs dan Helena S. Robin. Kamus Analisa Politik, PT. Rajawali:Jakarta,
1986, hal 271



internasional. Bisa dikatakan bahwa peran organisasi internasional merupakan rekasi
dari situasi internasional yang muncul.

Berdasarkan pada klasifikasi yang dibuat oleh Couloumbus dan Wolfe bahwa
organisasi antar pemerintah (IGO) dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori
yang berdasarkan pada keanggotaan dan maksud atau tujuannya. Pertama, organisasi
internasional antar pemerintah dengan maksud dan tujuan umum. Misalnya, Liga
Bangsa-Bangsa dan PBB. Kedua organisasi internasional ini ruang lingkupnya global
dan menjalankan berbagai macam fungsi, seperti dalam bidang kerjaama ekonomi,
keamanan, perlindungan atas hak asasi manusia, pengembangan kebudayaan dan
sebagainya. Kedua, organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan
global dan tujuan yang spesifik atau khusus. Organisasi jenis ini dikenal pula dengan
organisasi fungsional karena menjalankan fungsi yang bersifat khusu. Contohnya
badan-badan khusus dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti Organisasi Perburuhan
Internasional (ILO) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Ketiga, organisasi antar
pemerintah dengan keanggotaan yang regional atau kawasan dan dengan maksud
serta tujuan umum. Organisasi internasional semacam ini merupakan organisasi
internasional yang bercorak kawasan, biasanya bergerak dalam bidang yang luas
meliputi keamanan, politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Contohnya, Masyarakat
Ekonomi Eropa. Keempat, organisasi antar pemerintah dengan keanggotaan regional
dengan maksud dan tujuan khusu atau terbatas. Organisasi Internasional semacam ini
bergerak dalam satu bidang khusu misalnya ada yang bergerak dalam bidang militer
dan pertahanan, ekonomi, sosial dan lain-lain. Contohnya, Asosiasi Perdagangan

Bebas Amerika Latin (Latin America Free Trade Association), Council for Mutual



Economic Assistance (COMECON), North Atlantic Treaty Organizarion (NATO),
Pakta Warsawa dan lain-lain.

Menurut Harold K. Jacobson, fungsi organisasi internasional dapat
dikategorikan dalam lima hal pokok yaitu yang pertama fungsi informasi yaitu
termasuk didalamnya adalah pengumpulan data dan informasi. Guna menjalankan
fungsi ini, organisasi internasional dapat mempergunakan staffnya atau menyediakan
suatu forum dimana konstituennya dapat melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.
Kedua Fungsi Normatif yaitu meliputi pendefinisian dan pendeklarasian suatu
normastandar. Fungsi ini tidak memasukkan instrument yang memiliki efek mengikat
secara hukum, tapi sebatas pernyataan-pernyataan yang mempengaruhi lingkungan
domestic dan internasional. Ketiga fungsi pembuatan peraturan yaitu fungsi yang
hampir sama dengan fungsi normative tetapi lebih menekankan pada efek yang lebih
mengikat secara hukum. Agar produk yang dihasilkan mengikat secara hukum, maka
negara anggota harus melakukan ratifikasi atas suatu aturan yang hanya berlaku bagi
yang meratifikasi saja. Keempat fungsi pengawasan atas pelaksanaan peraturan
dimana dalam hal ini organisasi internasional menetapkan ukuran-ukran pelanggaran
dan menetapkan langkah-langkah penanganan terhadap pelanggaran suatu peraturan.
Kelima fungsi operasional yang melputi penggunaan sember daya organisasi.
Misalkan penggunaan bantuan teknis dan keuangan serta kekuatan militer.

Melihat klasifikasi organisasi internasional di atas, IWC merupakan organissi

internasional antar pemerintah dengan keanggotaan global dan bertujuan khusus atau

19Theodore A. Couloumbis, James H. Wolfe. Pengantar limu Hubungan Internasional Keadilan dan
Power, Alih Bahasa Drs. Marun, Penerbit Putra A Bardin, Bandung, 1999, hal 254
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spesifik. Badan ini dibentuk untuk menjalankan fungsi khusus yaitu untuk mengatur
perlindungan Paus di seluruh dunia. Selain itu, fungsi organisasi ini dalam bidang
pelestaraian spesies terancam seperti misalnya membuat regulasi tentang perburuan
paus, membuat larangan perburuan paus untuk suatu tujuan tertentu, dan terjun

langsung dalam upaya pelestarian paus.

2. Konsep Efektifitas Rezim

Rezim menurut Stephen D Krasner (1983) adalah seperangkat norma, aturan,
prinsip, dan prosedur pengambilan keputusan yang dibuat oleh actor Hubungan
Internasional terhadap suatu isu tertentu. Organisasi Internasional juga termasuk jenis

rezim karena mewadahi negara-negara dalam menghadapi suatu isu.

Selain pengertian rezim, Kita juga membeicarakan kefektifan rezim itu
sendiri. Banyak masalah atau tantangan yang dihadapi pemerintahan akhir-akhir ini
dihadapi dan diselesaikan dengan solusi joint bersama. Bagaimanapun, bahkan ketika
solusi yang efektif dapat dikembangkan dan diimplementasikan lewat joint,
kerjasama sukarela sulit diwujudkan. Efektivitas Rezim sebagai variabel dependen
memiliki 3 komponen yaitu output, outcome, dan impact yang ada dalam rezim.
Output adalah aturan, program, dan pengorganisasian yang ditetapkan oleh anggota

untuk mengoperasionalkan ketentuan dalam rezim, sehingga hal-hal yang semula
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hanya berbentuk kesepakatan bisa diwujudkanl1l. Keluaran yang muncul dari proses
pembentukan, biasanya tertulis tetapi bisa juga tidak tertulis seperti misalnya
konvensi, rules of law, treaty, deklarasi, bisa juga norma, prinsip-prinsip dan lain-lain.
Penandatangan rezim dan terjadinya langkah — langkah domestik negara terkait rezim
terjadi pada masa objek ini. Outcome adalah perubahan perilaku subyek yang dikenali
ketentuan dalam rezim, baik itu berupa penghentian tindakan yang dilakukan sebelum
rezim berdiri, maupun tindakan yang sebelum rezim berdiri tidak dilakukan ?-
Langkah — langkah domestik negara yang terlaksana mulai dirasakan efeknya pada
masa objek ini. Terakhir adalah Impact, yang berkaitan dengan tingkat keberhasilan
dalam mengatasi masalah yang menjadi dasar pemikiran pembentukan rezim
tersebut13. Di masa objek ini terlihat perubahan kebiasaan sebuah negara mengikuti

atau tidak mengikuti rezim internasional yang mana dia ikuti.

Beberapa usaha dalam membangun dan mengimplementasikan solusi bersama
pada masalah internasional ada yang sukses dan ada yang gagal, kenapa? Menurut
Arild Underdal dalam jurnalnya berjudul “One Question, Two Answers” dalam buku

Environmental Regime Efffectiveness Confronting Theory with Evidence, pertanyaan

1 Underdal, Arild. One Question, Two Anwers in Environmental Regime Effectiveness: Confronting
Theory with Evidence. Hal 6

12 |bid

13 Ibid
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ini memiliki dua kemungkinan jawaban. Pertama terdapat pada karakter dari masalah
itu sendiri: beberapa masalah secara intelektual kurang rumit atau secara politik lebih
benign daripada yang lain dan karena itu lebih mudah untuk diselesaikan. Sementara
yang lain lebih malign atau lebih rumit sehingga susah dipahami. Kemungkinan
jawaban kedua focus pada problem solving capacity: beberapa usaha lebih sukses
dibandingkan dengan yang lainnya karena perangkat institusional yang lebih
powerful atau skill dan energy yang lebih besar digunakan untuk menyelesaikan

masalah.'*

1. Problem Malignancy

Masalah menjadi susah ketika masalah itu sendiri memang membuat negara -
negara tidak mau bekerjasama secara politis, karena memang susah. Hal ini disebut
Problem Malignancy. Malignancy ini memiliki 3 karakter antara lain Incongruity,
Asymmetry dan Cumulative Cleavages. Incongruity, yaitu ketidaksepahaman akibat
tidak semua negara anggota dari sebuah rezim menganggap sebuah isu sebagai
permasalahan. Asymmetry, yaitu adanya kepentingan nasional yang berbeda — beda
antara negara anggota dari sebuah rezim. Dan Cumulative Cleavages, yaitu perbedaan

yang terakumulasi sehingga menimbulkan perpecahan.

14 1bid hal 3
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2. Problem Solving Capacity

Efektivitas rezim adalah fungsi dari dua variable independen yang utama,

yaitu, character of the problem dan apa yang disebut problem solving capacity.

Struktur problem dan problem solving capacity tidak dapat dilihat sebagai factor

independen yang saling menguntungkan. Kapasitas adalah kemampuan melakukan

sesuatu. Dibawah level generalisasi khusus, apa yang disebut problem solving

capacity hanya dapat ditentukan dengan merujuk pada kategori problem atau tugas

tertentu. Karena itu skill problem solving dan perangkat institusi yang dibutuhkan

untuk menyelesaikan masalah yang benign sangat berbeda dari yang dibutuhkan

untuk menyelesaikan masalah yang berkarakter malign.

Underdal berargumen bahwa permasalahan dapat diatasi dengan efektif

apabila ditangani oleh lembaga atau sistem dengan power yang kuat serta didukung

adanya ketrampilan atau skill dan energi yang memadai. Apabila satu solusi

dihasilkan melalui keputusan kolektif, maka problem solving capacity bisa dipahami

sebagai fungsi saling terkait yang terdiri dari tiga unsur, yaitu:

- Seting kelembagaan (institutional setting) yang ada dalam rezim tersebut.

- Distribusi kekuasaan (distribution of power) diantara aktor yang terlibat. Jika

ada pembagian kekuasaan yang adil, dimana terdapat pihak dominan yang
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dapat bertindak sebagai leader namun tidak cukup kuat untuk mengabaikan
peraturan, dan juga ada pihak minoritas yang cukup kuat untuk mengontrol
pihak dominan.

- Skill (keahlian) dan energy (kekuatan) yang tersedia bagi rezim yang

digunakan untuk mencari.®

Dalam melihat tingkat kolaborasi sebuah rezim internasional, Underdal
mengemukakan enam skala ukuran level kolaborasi, yang dapat dilihat dalam skala

dibawah ini:

Level of Collaboration (skala 0-5)

0. Gagasan bersama tanpa suatu koordinasi tindakan bersama

1. Koordinasi tindakan secara diam — diam

2. Koordinasi tindakan dengan dasar aturan atau standar yang dirumuskan secara
eksplisit, namun implementasi berada sepenuhnnya di tangan pemerintah sebuah

negara. Tidak ada penilaian terpusat akan efektivitas dari sebuah tindakan.

15 1bid hal 23
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3. Koordinasi tindakan dengan dasar aturan atau standar yang dirumuskan secara
eksplisit, namun implementasi berada sepenuhnnya di tangan pemerintah sebuah

negara. Terdapat penilaian terpusat akan efektivitas dari sebuah tindakan.

4. Koordinasi yang terencana, dikombinasikan dengan implementasi pada level

nasional. Didalamnya terdapat penilaian terpusat akan efektivitas sebuah tindakan.

5. Koordinasi dengan perencanaan dan implementasi yang menyeluruh terintegrasi,

dengan penilaian terpusat akan efektitivitas.

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa pada intinya tingkatan kolaborasi
terdiri dari beberapa langkah, sebagai berikut: gagasan bersama, koordinasi tindakan,
rumusan aturan secara eksplisit, penilaian secara terpusat, implementasi pada tingkat

nasional, koordinasi terencana dan integrasi antara perencanaan dan implementasi.

Dalam kasus penyelamatan lumba-lumba di Jepang, IWC menemui kasus
yang malign atau rumit. Isu lingkungan menjadi fokus IWC yaitu konservasi dan
perlindungan paus. Dalam problem malignancy terdapat tiga hal yang

mempengaruhinya yaitu Incongruity, Asymmetry, dan Commulative Cleavages.

Incongruity adalah ketidaksepahaman akibat tidak semua negara anggota dari

sebuah rezim menganggap sebuah isu sebagai permasalahan. Negara-negara anggota
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IWC faktanya tidak melihat isu perlindungan dan konservasi paus sebagai isu yang
menyatukan mereka. Terdapat dua kubu besar didalamnya, yaitu kubu Pro-Whaling
dan Anti-Whaling. Kubu pro-whaling berisi negara yang dulunya atau bahkan hingga
sekarang memperoleh keuntungan dari industry whaling. Sedangkan kubu anti-
whaling berisi negara-negara yang masuk setelah moratorium yang mendesak IWC
melakukan moratorium karena stok paus telah menipis. Jepang, negara yang terlibat

dalam kasus lumba-lumba Taiji termasuk di dalam kubu Pro-whaling.

Yang kedua adalah Asymmetry, yaitu adanya kepentingan nasional yang
berbeda — beda antara negara anggota dari sebuah rezim. Dari keanggotaan IWC yang
terpecah menjadi dua kubu sudah tercermin kepentingan nasional yang berbeda-beda
dari setiap negara anggota. Terutama Jepang, sikapnya dalam kubu pro-whaling
memperlihatkan dia memperoleh keuntungan yang banyak dalam industry whaling.
Tidak seperti negara pro whaling lainnya, misalnya Islandia dan Norwegia yang
keluar tahun 1991. Hal itu dikarenakan Islandia merasa IWC telah meninggalkan
segala pemanfaatan yang bisa dilakukan kepada paus dan lebih mendengarkan
desakan moratorium. Jepang tidak melakukan hal tersebut. Dia justru masuk ke dalam
Komite Ilmiah IWC, posisi yang menguntungkan untuk mengarahkan pemahaman

penelitian menuju kepentingan nasionalnya.
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Dan yang ketiga Cumulative Cleavages, yaitu perbedaan yang terakumulasi
sehingga menimbulkan perpecahan. Perbedaan yang mendasar dalam IWC vyaitu
terbagi menjadi dua kubu telah menimbulkan perpecahan internal. Hal ini yang
menyebabkan IWC hanya dikuasai beberapa anggota, terutama negara Pro-Whaling.
Negara Anti-Whaling belum punya cukup power untuk mengimbangi negara pro-

whaling.

Selain itu, Problem Solving Capacity yang dimiliki IWC lemah. Problem
Solving Capacity dipengaruhi oleh tiga unsur yaitu Institusional Setting, Distribution
of Power dan Skills And Energy. Ketiganya saling mempengaruhi. Apabila satu
solusi dihasilkan melalui keputusan kolektif, maka problem capacity bisa dipahami

sebagai fungsi saling terkait.

Institusional Setting yaitu kemampuan institusional yang kuat dalam
mengontrol anggotanya. Keanggotaan IWC bersifat terbuka bagi setiap negara yang
ingin terlibat tanpa syarat tertentu. Selain itu IWC pada awalnya dibentuk dengan
dasar perjanjian yaitu ICRW (International Convention for the Regulation of

Whaling). Maka sebagai 1GO, legitimasi IWC hanya bergantung pada ratifikasi
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negara-negara terhadap perjanjian internasional yang telah disepakati.'® Dalam IWC
juga sering terjadi kesimpangsiuran mengenai hak dan kewajiban negara anggotanya.
Salah satu contohnya adalah dalam pembukaan ICRW yang menyatakan “Having
decided to conclude a convention to provide for the proper conservation of whale
stocks and thus make possible the orderly development of the whaling industry””.
Hal ini menimbulkan interpretasi berbeda bagi anggota yakni fikus pada konservasi
atau pada pengembangan industry paus. Lalu ada Distribution of Power. Dalam IWC
Distribution of Power IWC tidak merata. Seperti dijelaskan sebelumnya, IWC terbagi
menjadi dua kubu. Dan salah satu memegang power lebih besar daripada kubu yang
lain. Kubu pro-whaling menjadi pengaruh dalam IWC paling besar dalam

menjalankan roda organisasi.

D. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran di atas, dapat dirumuskan
hipotes, ketidakefektifan peran IWC dalam penyelamatan lumba-lumba di Jepang

dikarenakan:

16 Augina, M. E. (2015). Implementasi Mandat International Whaling dalam kasus perlakuan lumba-
lumba di Jurnal HI Vol.4 Maret Taiji, Jepang. page 1657
7 International Convention for the Regulation of Whaling,1946
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1. Problem Malignacy dalam IWC, kerumitan masalah yang ada di dalam IWC.

Incongruity, Asymmetry, dan Commulative Cleavages yang mempengaruhi

Problem Malignancy IWC.

2. Problem Solving Capacity IWC yang lemah. Suatu rezim yang kuat terdiri dari 3

unsur yang mempengaruhinya yaitu, (institutional setting), (distribution of power),

Skill (keahlian) dan energy (kekuatan) . Terdapat kelemahan dalam IWC

mengenai ketiga unsur terssebut.

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan IWC dalam
penyelamatan lumba-lumba diTaiji, Jepang.

2. Memberikan gambaran akan kondisi yang nyata tentang keterkaitan antara
teori dan realita dalam hubungan internasional yang telah dipelajari selama
masa perkuliahan.

3. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat penulis untuk memperoleh
gelar Sarjana (S1) dari Jurusan Hubunganinternasional, Fakultas IImu Sosial

dan Politik, Universitas Muhammadiyah Y ogyakarta.

F. Jangkauan Penelitian

Dalam penulisan ini penulis membatasi periodesasi untuk membatasi persoalan

agar tidak menyimpang terlalu jauh dan memudahkan untuk memahami serta
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menganalisa permasalahan yang ada, maka periodisasinya adalah pada tahun 2009
ketika kasus ini mencuat dan mulai diperbincangkan dunia hingga sekarang. Namun
data dan informasi yang berada diluar rentang waktu tersebut masih bisa digunakan

selama masih dianggap layak untuk digunakan.

G. Metodologi Penelitian

Penulis menggunakan pengumpulan data dengan library research atau
pengumpulan data kepustakaan yang berasal dari jurnal, buku, artikel, dan media
lainnya seperti internet yang masih terkait dengan isu yang dibahas. Hal ini
membantu penulis untuk menjelaskan secara teoritis permasalahan yang muncul
dalam penelitian. Selanjutnya penulis menggunakan teknik analisis data dengan

metode kualitatif, dimana analisis yang dilakukan hanya sebatas deskripsi.

H. Sistematika Penulisan

BAB | akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah,
kerangka pemikiran, tujuan penulisan, jangkauan penelitian, metodologi penelitian,

dan sistematika penulisan.

BAB Il akan membahas IWC bagaimana sejarah berdirinya IWC, visi misi,

keanggotaan IWC, struktur organisasi dimiliki oleh IWC, serta peran IWC di dunia.

BAB Ill akan membahas fenomena pembantaian lumba-lumba di Taiji, bagaimana

latar belakangnya, dan bagaimana pemerintah Jepang bersikap
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BAB IV akan membahas mengapa IWC tidak efektif dalam penyelamatan lumba-

lumba

BAB V penutup berisi kesimpulan dan saran
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